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SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

NOMOR 17 I HK.O3.| / rsos / 2022

TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

: a. Bahwa dalam rangka melaksanakan proses reformasi

birokrasi dan rencana aksi perlu dilakukan evaluasi

kineg'a organisasi, evaluasi kelembagaan, evaluasi kondisi

kineq'a pegawai untuk menilai kondisi btokrasi di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;

b. bahwa dalam rangka memenindaklanjuti percepatan

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, maka perlu

menetapkan rencana aksi reformasi birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan

Keputusan KPU Kabupaten Bungo tentang Rencana Aksi

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2021.

l. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2OlO tentang Grand

Des'rgn Reformasi Birokrasi 2OIO-2O25;

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2O2O tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2o2o-2024;
4. Peraturan Presiden Nomor lO5 Tahun 2Ol8 tentang

Kedudukan, T\rgas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

t



Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

tentang Tata Keg'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihal Umum Provinsi dan Komisi Pemilitran Umum

Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2O2O tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota (Berita" Negara Republik Indonesia Tahun

202O Nomor 1783);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

tentang T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata

Keq'a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (kmbaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang

Roa.d Map Reformasi Birokrasi Tahun 2O2O-2O24 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara

dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2O2O tentang

Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

4421;

g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 6 1 2 / ORT.O4-KpI / OS / KPU / Xll / 2O2O tentang Road

Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun

2020-2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 3i4lORT.07-Kpt/Ol /WU /V /2021 tentang

Petunjuk Telcris Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;



Memperhatikan

MTMUTUSKAI{
Menetapkan : KEPIIIUSAII I(EIUA KOUISI PEMILIIIAIT IIUIIM TEIYTANG

REITCAITA AIrSI REE1ORTASI BIROI(RASI DI LIITGKI'NGAIT

KOMISI PEUILIIIAIT T'UUM IIABI'PATEIT BT'I{(X) TAIIT'il

2ol22;

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Tahun 2022

sebagaimana tercantum dalam lampiran yErng merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Aksi Reformasi Birokrasi bertujuan antara lain :

a. Menjadi pedoman pelaksanaan reformasi birokrasi di

Iingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo

Tahun2O22;

b. Menciptakan birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Bungo yang professional dengan

berkarakteristik, berintegritas tinggi, berdedikasi,

melayani publik, netral dan memegang teguh nilai-nilai

dasar dan kode etik aparatur negara;

c. Peningkatan kualitas pelayalan dan penataan sistem

man4jemen sumber daya manusia yang professional di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan al<an diadakan

pembentulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 2O Janluari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya KAEIUPATEN BUNGO
SEKRETARI.AT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATENBUNGO ttd.
Sekre

MUTiAM PANCA PUTRA

11. Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor

117IORT.OT/OL/2O22 Tanggal 14 Januari 2022 PerihaJ

Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2022 dan

Penyusunan Laporan Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun

2022.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor

03 /ORT.O7I 1 5 I 3 / 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi

Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Jambi

MUHAMMAD BISRI



NO. AREA PERUBAHAN KEGIATAN INDIKATOR KEBERHASILAN
PELAIISANAAN (BULAN)

KET
1 2 3 4 ? a 9 to 1l t2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 lo 11 12 13 14 l5 l6 17

I Manajemen
Peruba}lan

l) PerencanaaJt
Birokrasi

Reformasi Peabentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB)

di lingkungan Selsetariat KPU Kabupaten
Bungo.
Tim terdiri dari;

1) Tim Pengarah;

2) Tim Pelaksana (8 Area Perubahan);

3) Tim Agen Perubahan

4) Tim Assesor

1) Pembangunan komitmen Bersama
seluruh jajaran pegawai dan pejabat
untuk melaksanakan reformasi
birokrasi secara konsisten dan
melakukal perubahan mental

1. Kegiatan kick olf/
Pembangunan komitmen
pelaksanaan reformasi
Birokrasi di lingkungan
Sekretariat KPU Kabupaten
Bungo

2) Focus Group Discussion (FGD)
PenJrusunan Rencana Aksi Tahunan RB
dan Rencana Aksi fuen perubahan di
lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten
Bungo.

2. Rencarra Aksi Tahunan RB dan
Rencana Aksi Agen pembahan
di Lingkungan Sekretariat KPU
Kabupaten Bungo

2) Pelaksanaa.rr
perubahan

manajemen I Sosialisasi Reformasi Birokrasi melalui
berbagai media

1. Tersedianya media sosialisasi
RB di lingkungan keda yang
bisa diakses sta.keholder
internal dan eksternal;

2. Pembangunan kolom Reformasi
Birokrasi Unit/Satuan Ketja di
website resmi yang berisikarr
dokumentasi/pelaporan
pelaksanaan RB di linSkungan
Unit Kerja;

Sosialisasi nilai-nilai untuk menegakan
integritas penyelengara Pemilu dan ASN

2 Menurunnya
pelanggaran kode
penyelenggara pemilu;

jumlah
etik

LAMPIRAN: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR I 17 /HK.o3.1/1508/2022
TANGGAL : 20 JANUARI 2022
TENTANG: RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO 2022

5 6
SUB I(TGIATAN

18

SK Tim Reformasi Birokrasi di
lingkungan KPU Kabupaten Bungo

tII t



NO, AREA PERUBAHAN KEI}IATAN SUB XEGIATAN INDIHATON KEBERIIASILAN
PELAXSATTIAAN (BULA!{)

KET
I 4 5 6 7 8 9 l1 L2

I 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t2 l3 14 15 16 t7 t8
2. Menurunnya angka

pelanggara-n disiplin ASN;

3 Penyelenggararn lntegritas di
lingkungan kerja:

l) Penandata-ogan Pakta lntegritas
Penyelengga.ra Pemilu;

2) Pelaporan LHKPN dan LHIGSN
setiap tahun;

3) Pelaksanaan manajemen benturan
kepentingan

4) Pembanguna! Zona Integritas

1. Persentase (oZ) penandatangafl
Pakta lntegritas baik Anggota
dan ASN

2. Persentase
LHKPN

3. Persentase
LHKASN

('/"1

e/,)

pelaporan

pelaporan

4. Dokumen Laporan penanga.nan
benturan kepentingan berikut
dokumentasi I

a. Surat Pernyataan Potensi
Benturan Kepentingan

b. Surat Pemyataan Bebas
Benturan Kepentingan

c.Deklaxasi pencanangan
zor.a Integritas Unit
Ketja/Satuan Kerja

4 Intemalisasi nilai-nilai dasar organisasi
dan menciptakan budaya kerja positif di
unit kerja/ satuan keda

1. Tersedianya media sosialisasr
nilai-nilai dasar organisasi dan
budaya kerja positif di
lingkungan unit/ satuan keda;

2. Diterapkarmya Budaya Kela
Positif yang dituangkan dalam
standar operasional
pelaksanaan kegiatan/ tugas
kesehariarr;

5 Pembangunan instr.toer: reward, darr
punishmenl yang mendorong motivasi
perubahan, terutana yarrg terkait
dengan pelayana-n kepada publik;

Tersedianya instrumen reaald
da,f punishment di tingkungan
unit/satuan kerja

2. Pembargunan survei kepuasan
lavanall sebagai indikator
perbaikan pelayanan di
lingkungan unit/ satuan keia;

2 3

2

I
Iro

I
I l



NO. AREA PERUBNIAN KEGIATAN SUB XEGIATAI{ INDIXATOR K.EBERHASILAI{
PELAXSAITIAAT{ (BULAN)

KTT
1 2 4 5 lo

I 2 4 6 7 8 10 11 t2 l3 14 15 16 l8
3) Monitoring,

Pelaporan
Evaluasi dan 1 Melakukan Monitoring pelaksanaal

Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi
Agen Perubahan di lingkungan kerja.

Tersedianya dokumen Eonitoring
dan eva.luasi Rencana Aksi RB dan
Rencana Aksi ABen Perubahan.

2. Melakukan Evaluasi pelaksanaan
Rencana Aksi RB dan Rencana Aksi
Agen Perubahan di lingkungan kerja
melalui Lembar Kerja Evaluasi Unit
(Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di lingkungan unit)

Tersedianya dokumen tindal
lanjut dari hasil evaluasi
R.trcana Aksi Agen Perubahal
di lingkungan kerja

2. Terisinya Lembar
Evaluasi (LKE) Unit

Kerja

1) Ti! pengarah di lingkungan Unit

2) Tim Reformasi Birokrasi KPU

3) Kementerisn PANRB melalui
aplikasi PMPRB online bagi
unit/satuan kerja yang dituqiuk
sebagai sampel

1. Tim RB KPU RI taeneriaa
pelapora.rr:

a. SK Tim RB, Tim Agen
Perubahan, dan Assesor;

b. Rencana Aksi Tahunan RB
dan Rencana Aksi Agen
Perubahan di tingkungan
unit kerja/ satuan ke4'a

c. Lembar Kerja Evaluasi (LKD
Unit);

d. Terisinya LKE Unit I
aplikasi PMPRB online bagi
unit/satuan ketl'a yang
ditunjuk sebagai sampel.

2 Tersedianya dokumen tindak
larjut dari hasil evaluasi
Rencana Aksi Agen Perubahan
di lingkungan keq'a, serta
pelalsanaan yang sudah
ditindallanjuti dari eva.luasi
sebelumnya;

I3

3. Melakukan pelaporan Rencana Aksi RB
dan Rencana Aksi Agen perubahan di
dlingkungan kerja kepada:

tt I

EIt T'T'T' 111 12



NO. AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR I{EBERHASTILA
PELAXSA AAN (BULAN)

KET
I 2 3 4 7 a 9 IO 11 t2

1 2 3 4 5 6 7 9 10 l1 t2 13 14 l5 t6 t7
2 Peflataan Peraturan

Perundalgan / Dere
gulasi Kebijakan

Evaluasi secara berkala produk
peraturan perundang-
undangan (Naskah Dinas
Pengaturafl dan Penetapan)
yang menjadi kewenangan di
lingkungan unit kerja/satual
ke{a

Pemetaan Naskah Dinas Pengatura.n dafl
Penetapan di lingkungan Unit Kerja/Satuan
Ke{a

Adanya data perundang-undangan
di lingkungan Unit/ Satuan Kerla

2 Menyempumakan/ mengubah
berbagai peraturan perundang-
undalgan (Naskah Dinas
Pengaturan dan atau
Penetapal) yang dipaldang
tidak relevan lagi, tumpang
tindih atau disharmonis dengan
peraturan perundang-
undangaa lain;

PenJr'usunan revisi naskah dinas pengaturan
darr atau penetapan di lingkungan unit darr
satuan kerja

Jumlah Naskah Dinas Pengaturan
dan Naskah Penetapan yang sudah
di Revisi

3 Melakukan deregulasi untuk
memangkas peraturan
perunda-ng-undangan yang
dipandang trenShambat
pelayanan;

PenJrusunan revisi naskah dinas pengaturan
dan atau penetapan di lingkungan unit dan
satuan kerja yang terkait dengan pel,ayanan
kepada stakeholder;

Jumlah Naskah Dinas Pengaturan
dan Naskah Penetapan ya.ng terkait
dengan pelayanan kepada
stakeholder yang sudah di Revisi

4 Merumuskan berbagai
peraturan perundang-
undangan baru yang dipandang
diperlukan;

Pen3rusunan naskah dinas pengaturan dan
atau naskah dinas penetapan yang
diperlukan sesuai kebutuhan dan wewenang
di lingkungan unit dan satuan kerja

Jumlah Naskah Dinas Pengaturan
dan Naskah Penetapan yang sudah
di sahkan.

5 Pengelolaan JDIH 1. Pemba-ltgunan JDIH Satuan Keqa

2. Pengelolaan JDIH Satuan Kerja

1 Dapat diaksesnya JDIH Satuan
Kerja

Updatenya data JDIH Satuan
Ke{a

2

3 Penataan
Organisasi/Kelemb
aSaan

I Evaluasi Orgarrisasi 1 FGD Evaluasi Organisasi di lingkungan
unit/satuan kerja

Pengisian Kuesioner Evaluasi
Organisasi

2

t Dokumentasi laporan FGD
Evaluasi Organisasi;

Pelaporal Kuesioer Eva.luasi
Organisasi kepada KPU RI dan
Kemenpan RB

2

2 Penyesuaian SOTK I Dilaksakannya Penyesuaian SOIK
unit/Satuan Kerja sesuai mandat
Pembuatan Dokumen Stiuktur
organisasi unit/Satuan Keda

2

I

2

SOTK unit/Satuan Kefa
sesuai ma/rdat.
Struktur Organisasi
unit/satuan Ketja

5 6
18I
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NO. AREA PERUBAHAN KEGIATAN SUB I{EGIATAN INDII{ATOR IIEBERHASILAN
PELAKSANAAN (BULAN)

KET
I 2 3 4 7 a 9 lo 1l t2

1 2 3 4 6 7 I g 10 11 12 l3 L4 15 t6 t7 l8
4 Penataarr

Tatalal<sana
1) Peningkatair tatalaksana proses

bisnis serta SOP di lingkungaa
Unit/Satuan Kerja

I Penyusunan peta proses bisnis dan SOP
di lingkungan unit/satuan keda;

1. Seluruh peta proses bisnis
teLah disusun sesuai dengan
pedoman pen]ausunan Peta
Proses Bisnis;

2. Tersedia peta proses bisnis
yang sesuai dengan tugas dan
fungsi;

3. Peta proses bisnis telah sesuaj
dengan dokumen rencana
strategis dan rencana ke{a
organisasi; dan

4. Setiap jenjang organisasi telah
memiliki peta proses bisnis
yang selaras dengaa kinerja;
dan

2 Evaluasi proses bisnis dilingkungan
unit/ satuan kerja

Telah dilakukan evaluasi terhadap
seluruh peta proses bisnis yartg
sesuai deogan efektivitas
hubunga-n kerja antar unit
organisasi untuk menghasilkan
kinerja sesuai dengan tujuan
organisasi

3 PenJmsunan SOP di lingkungan
unit/satuan kerja

1. Telah dilakukan penjabaran
seluruh peta lintas fungsi (peta
tevel n) ke dalam SOP;

2. Seluruh peta proses bisnis
telah dijabarkan dalan SOP;

3. SoP sudah dilega.lkan; dan

4. Seluruh Prosedur operasional
tetap (SOP) telah diterapkan.

4 Eva.luasi SOP di lingkunSan unit/satua!
kerja

Terdapat evaluasi terhadap
efrsiensi dan efektivitas peta proses
bisnis dan SoP secara berkala dan
seluruh hasil:ya telah
ditindaklanjuti

2) Penyelenggaraan Keterbukaan
Informasi Publik

Tata kelola PPID di lingkungan Unit/Satuan
Ke{a:

l. Adanya keb{jakan pendukung
PPID;

5 6
5
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NO AREA PERUBAHAN XEGIATAN SUB I(EGIATA INDIKATOR KEBERHASILAN
P&LATSA!{AAI{ (BULAN)

KET
I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO l1 t2

1 + 5 6 7 a I 10 ll 12 13 14 l5 l6 t7 l8
I Penyampaian Kebijakan/ Maldumat

Layatan/ Standar Pelayana.n SOP PPID
di lingkungan satua! keda

2. Peningkatan kapasitas pengelola PPID di
lingkungan satuan kerja;

3. Pengelolaan PPID di lingkungan satuan
kefa;

4 Melakukan monitoring dan evaluasi
penSelolaan PPID dan e-PPID

Survei kepuasal pemohon informasi5

2. Dapat diaksesnya Maklumat
Layanan, standa.r Pelayanan,
dan SOP terkait p€rorohonan
iofromasi oleh stakeholder;

3. Meningkatnya kepuasan
laya-nan PPID;

4. Jumlah permohonan masuk,
sedang diproses dan sudah
selesai ditindak lanjuti;

5, Jumlah sengketa informasi;

6. Adanya
rekomendasi/pelaksanaan
rekomendasi hasil monitoring
dan evaluasi pengelolaan PPID;
dan

7. lndeks kepuasan permohon
informasi.

3) Tata kelola dan implementasi
Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) di lingkungan
unit/satuan kerja

1 Tata I(elola SPBE di lingkungarr
unit/satuan kerjai

1) Pembangunan aplikasi
inovatif/transformasi Proses
bisnis/ terintegrasi dan memiliki
peluang besar untuk di replikasi di
unit/satuan kerja lain;

2) Strategi dan perencanaan
Anggaran dan belanja TIK;

3) Penanfaatanaplikasiterintegrasi;

4) Pemarrfaatai
pakai (contoh
budgeting,

aplikasi berbagi
e-proc/LPSE, e-

l. Kebijakan internal tata kelola
SPBD

2. Kebijakan internal layanan
SPBE (soP)

3. Dimanfaatkannya aplikasi yang
dibalgun, memiliki proses
bisnis dan SOP;

4, Besaran anggaran belanja TIK
di lingkungan unit/satuan
ke{a;

5. Jumlah aplikasi terintegrasi di
lingkungan unit/kerja

6. Jumlah aplikasi berbagi pakar
yang di[ranfaatkan

3



NO AREA PERUBAHAI{ I{PGIATAN SUB KEGIATA}I INDIXATOR KEBERHASILAN
PELATSAIIAAN IBULAN) KTT

1 3 4 5 6 'l a 9 10 11 t2
1

,2 3 4 5 6 7 n 9 10 ll 12 13 t4 l5 lo t7 18

Pemanfaatar aplikasi SPBE
administrasi kesekretariatan:
1) Aplikasi tata naskah dinas

2) Aplikasi Manajemen Kepesawaian

3) AplikasiPerencanaan

4) AplikasiPengartggaran

5) Aplikasi Keuangan

6) Aplikasi Manajemen Kinerja

7) Aplikasi Pengadaan

2 1. Jumlah da-n jenis Naskah
Dinas yang sudah
dimanfaatkan;

2. Data pemanfa.atan aplikasi
Manajemen Kepegawaian

3, Terisinya data aplikasi
Manajemen Perencanaan

4. Terisinya data aplikasi
Pengaflggarar

5. Terisinya data aplikasi
Manajemen Keua-nga-n

6. Terisinya aplikasi manajemen
kine{a

7 . o/o Per.gadaan mela.lui aplikasi
pengadaan

Pemanfaatan aplikasi SPBE pelayanan
publik:

1) Layanan pengaduan Publik

2) l,€.ya,l.ar^ Dokumentasi dan
Informasi Hukum

3) Layaflan Whistle Ellouring Sgstem
(wBs)

4) Layanan Kepemiluan

5) Layarran Informasi dan
Dokumentasi (PPID)

3 Dapat dial<sesnya aplikasi
pengaduan oleh public, SOP
dan jumlah pengadu / laporan;

2. Aplikasi Dokumentasi
Informasi Hukum di
lingkungan satua! keda (JDIH
Sekretariat) yang selalu
diperbaharui;

3. Dapat diaksesnya WBS oleh
stakeholder, SOP dan laporan
jumlah pelapor/ Laporan
Pengaduan;

4. Jumlah aplikasi Kepemiluan
yang dimanfaatkan, serta:

1) Data pengunjung bagl
aplikasi yalg bisa diakses
public

2) Indeks Survei Kepuasan
Publik terhadap aplikasi



NO AREA PERUBAHAN Ktr,GIATAN SUB IIEGIATAN INDIKATOR KEBERHASIIAI|
PE',AI<SANAAN (BULAN)

KET
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l1 t2

I 2 3 4 5 6 7 a 9 lo ll 12 13 14 l5 16 l8
5. Jumlah pemohon melalui

aplikasi PPID Satuan keda oleh
publik.

4) Penerapa! sisteE kearsipan
yang handal

l) Penerapan sistem arsip

2) Kedasama dengal arsip daerah

3) Pembangunan JF Arsiparis di
lingkungan unit/ satuan keda

l. Terkelolanya arsip statis
dina:nis, manual dan digital di
tingkungan unit/satuan keda;

2. Terkelolanya arsip statis dan
dinamis di lingkungan
unit/satuan keda;

3. TerdokuEentasinya arsip vital

4. Jumlah pemangku jabatal
yang berstatus JF Arsiparis

5 Sistem ManajeEen
sumber Daya
Manusia

I Pembangunan Sistem Merit 1. Penerapan Peogukuran Kinerja Individu 1) Seluruh pegawai memiliki
Saran Kinerja Pegawai

2) Seluruh pegawai memahami
indikator keberhasilan dari
tugas dan jabatan (Target
output/mutu/waltu/biaya)

3) Sasaran Kinerja pegawai
mendukung Sarsaran Strategis
dan pencapaian kinerja secara
berjenjang/Cascading

4) Pengukuran periodeik Sasaralr
kinerja individu

5) Adanya evaluasi dan
pelaksanaan hasil evaluasi SKP

6) Penilaian kinerja individu telah
dijadikan dasar untuk
pengembangan karir
individu / pemberian reward
and punishEent

I ilI



PELAXSANAAN (BULAN)

5 6 7 a 9 10 l1
KET

1 2 3 4
SUB XEGIATAT{ INDIIIATOR XEBERHASILANNO, AREA PERUBAHAI{ KECIATAIV

14 15 1t) 17 186 7 8 9 10 11 t2 134 5I 2 3
1) Data Mutasi

2) Data Promosi

3) Data Peserta Assessment

Penerapan qssessmenl untuk
pertimbangan pengembangan karir da-n

mutasi peSawai

2

Penerapan disiplin dan kode etik
penyelenggara pemilu

3 1) Jumlah pelanggaran tahun
sebelumnya

2) Jumlah pelanggaran tahun ini
3) Jumlah pelanggaran y tg

sudah diberikan
sanksi/hukuman

Tersedialya dokumen Analisis
Beban Ketla

4. Perencalaankebutuhan/pena-Ebahan
jumlah pegawai baik ASN maupun Non
ASN menggunakan Analisa Beban Kerja
(ABK)

1) Adanya ident-ilikasi kebutuhan
kompetensi di lingkungan unit
kefa

2) Jumlah pegawai yang

5. Pengembaflgan peSawai berbasis
kompetensi

6 IEpleBentasi Standar Kompetensi
JabataII

setiap Jabatan sudah memiLiki
Standar Kompetensi Ja-batan

Data kepegawaian yang mutalhir
di lingkungan unit/satual kerja

7 PengisiaJr Sistem Informasi
Kepegawaian

Jumlah dan jenis jabatan
fungsional yang uendukung unit
dan satuan kerja

2 Profesionalisme ASN Pembangunan jabatan fungsional di
lingkungan unit/ satua-n keda

Renstra satuar kerja

Renstra hasil reviu

Penguatan Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

Penyusunal dan penetapan Rengtra
Satuan Kerja

Reviu Renstra Satuan Keda

I

2

Penetapan Kineda dengan menerapkan
reward and, punishment

3 1. Adanya dokumen penetapan
Kinerja hingga level Eselon IV

2. "l' Capaiat kinerja merupakan
unsur pemberian Reuard &
Puftishment.

3. Peta strategis yang mengacu
pada kinerja uta4a {Kerangka
Logis Kinerja) organisasi dan
dijadikan dalam penentuan
kinerla seluruh pegawai

6 Penguatan
Akuntabilitas

I
II
T
I
T

IIII
ITIrII

II
I

I
T

T

I
T
I
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PELAXAA AAI{ (BULAN)

1 5 6 'l a lo 1l t2
KETINDII(AT\OR KEBERHASILAN

2 3 4
SUB KEGIATANo AREA PERUBAHAN REGIATAI{

10 1l 1.2 14 15 t6 t7 1a6 7 a4 51 , 3
l. Adanya Program dan kegiatan

l) Jumlah program

2) Jumlah kegiatan

3) Jumlah progra.m yang
mendukung tercapainya
kinerja utama organisasi

2. Persentase sasaran Kinerja:

1) Jumlah Sasaran Kineda

2) Jumlah Sasara-ri Kineda
yang tercapai 1OO7o

3. Persentase anggaraJr yang
berhasil direfocussiqg untuk
mendukung tercapainya
kinerja uta.ma organisasi:

r) Jumlah anggaran total
2) Jumlah anggaran yang

berhasil di refocussing

Penyelenggaraan anggaran yang efektif
dan efisien

4

Adanya aplikasi terintegrasi telai
diEanfaatkan untuk menciptakan
efektifitas da-n efrsiensi anggaran

Pemanfaatan aplikasi terintegrasi untuk
menciptakan efektfitas dan efrsiensi
anggaran;

6, Pengukuran Capaian Kinerja
Unit/Satuan Ke!'a

o/" Capaian kineda unit/satuan
ke{a

1. Adanya rencara thdak lanjut
dan pelatsanaan tindak lanjut
atas evaluasi capaian kinerja
unit/satuan kerja

2. Reviu Lakip unit/satuan keda

Evaluasi Capaian Kineda Unit/satuan
Keda

7

Pelaporan kinerja unit/ satuan
keria tepat waktu

8. Pelaporan Kinerja Unit/satuan Kerja

1. Terisinya aplikasi e-Lapkin

2. Data e-Lapkin unit/satuan
keria terrnutathir

AkuntabilitasPengelolaan
Kinerja

Pemutakhira-n data kinerja di aplikasi E-
Lapkin

I

Pelatihar SDM pengelola Akuntabilitas
Kinerja;dan

2 1. 7o jumlah pegawai pengelola
akuntabilitas kinerja ya-ng
memperoleh pelatihan

2. Pengelola PPB, bersertiflkat

I
T rrlIllIlilr
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I
I

I
T

I
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TT

9
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PELAKSANAAI{ IBULAN)

1 2 3 4 5 6 7 a 9 10 l1 t2
KETITTIDIKATOR KEBERHAf}ILATfSUB KEGIATANNO AREA PERUBAHAN

lo ll 13 t4 l5 16 t7 la5 7 8 ()41 2 3
l. 9'o Pengelola Keuangan yang

berstatus JF Pengelola
Keuangan APBN

2. Yo Pengelola PBJ yang
berstatus JF Pengelola
Pengadaan Barartg/Jasa

3. 70 Pengelola perencanaan
yang berstatus JF Perencana

Pembangunan Jabatan Fungsional
yang terkait dengan Akuntabilitas
Kine{a:

1) JF Analis Pengelola Keuangan
APBN

2) JF Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa

3) JF Perencana

3

1, Terb€ntuknya TiE Tala
intcgritas;

Di tandatanganinya Piagan
intcgritas oleh para pihak dan
saksi; dan Masuknya unit
kerja/satuan ke{a z{alan
pcnilaian WBK/WBBM. Adanya
Rcncana kerja Zona Irtcgritas
yang sudah dilegalkan.

1 Pembangunan Zona Integritas
di unit/satuan kerja

Pencanangan Zona Integritas di
Lingkungan Unit/Satuan Kerja;

Penyusuran Rencana Aksi Zona
Integritas di Lingkungan Unit/Satuan
Kerja;

I

2

l) Dokumentasi kegiatan yang
terlaksana dari 6 Area Zona
Integritas di dalan Rencana
Aksi Zona Integritas; dan

2) 9,/o Kegiatan yang terlaksana di
dalam Rencana Aksi Z,ona
lntcgritas

Pelatsanaan Rencana Aksi Zona
Integritas

3

MonitorinS Evaluasi, PeLaporan dal
Tindak Lanjut peEbangunan Z,ona
Integritas di lingkungan Unit/Satuan
Kerja.

4 l. Dokumentasi kegiatan
monitoring dan evaluasi
pembangunan Zl

2. o/o peLaksanaan tindak lanjut
atas monitoring dan evaluasi
atas rencana kerja
pembangunan ZI

3. Mel,aporkan embangunar ZI
dengaa didasarkan pada
rencana kerja yang sudah
dilegalkan

Pengisian Leobar Kerja Evaluasi Zona
Integritas (LKE ZI)

5 l. Terisinya LKE ZI; dan

2. Terisinya PMPRB ZI bagi
unit/satuan Kerja yang di
tunjuk

7 Pengawasan

I

KDGIATAN

6



NO. AREA PERUBAHAN Ktr,GIATAN SUB NEGIATAN II{DIKATOR KEBERHASILAN
PELAXAANAAN (BULAN)

KET
I 3 6 7 a 9 10 l1 L2

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 1t t2 l3 14 l5 16 t7 l8
,2 Pela]{sanaan

Gratifikasi KPU
pengendalian 1 Pembentukan Unit Pengendali

Gratifkasi (UPG);
Adanya UPG di lingkungan
unit/satuan keria

2 Pembangunan komitmen dall
Diseminasi atas peraturan gratilikasi;

1. Ada-nya alat sosialisasi di
lingkungar unit/ satuan kerja.

2. Adanya sosialisasi gratifikasi di
lirigkungan unit/ satuan ketja;
dan

3. Tanda tangan komitmen aflti
gratilikasi di lingkungan
unit/satuan keda;

3. Pubtic Campaign Anti Gratifikasi; Adanya alat sosialisasi anti
gratifikasi kepada stakeholder
ekstemal;

4 Monitoring evaluasi, pelaporan dan
pelaksanaan tindak lanjut atas
pelaksanaan Sistem pengendalian
gratifikasi

l. Laporan pengendalian
gratilikasi

2. Tindak lafljut Pengendalian
gratifikasi yang sudah
dilal<sanakan

3 Pelaksanaan Whistle Blouing
System I<PU

I Pembangunan aplikasi Whistle Blowing
System di Lingkungan Unit/Satuan
Kerja

l. Tersedianya aplikasi WBS
yang bisa dialses oleh publik

2. Adanya SOP WEIS

3. Adanya Pengelola WBS

2 Pengelolaan WBS di lingkungan
Unit/Satuan KerJa

Prosentase Pengadua!
selesai ditindaklanjuti

WBS

3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan
Tindak Lanjut Pengelolaa:r WBS di
lingkungan Unit/Satuar Keda

Laporan pengelolan WBS
tingkungan unit/ satuan kerja,

di

4 Pelaksanaal
pemantauan
kepentingarrKPU

benturan
I Identilikasi Benturan Kepentiigar di

lingkungan Unit/ Satuan Keda.
Potensi-potensi yang dapat
menimbulkan benturan
kepentingan dari pelaksanaan
tugas dan fungsi di lingkungan
unit/satuan kerja.

Penandataflganan Surat Pemyataa!
Benturan Kepentingan bagi Anggota
dan ASN yang memiliki potensi di
lingkunSan Unit/Satuan Kerja

2 o/o Penandatangan surat
pernyataa.n benturafl kepentingan
dari identilikasi benturan
kepentingan;

4
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NO. AREA PERUBAHAN NEGIATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR XEBERHASILAN
PELAIGANAAN (BULAN)

KET
1 2 3 4 s 6 7 a 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 a 9 lo 11 t2 13 \4 l5 16 17 18

3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan
Tindak Lanjut atas Pengelolaan
Benturan Kepentingan.

Dokumen laporan monitoring,
evaluasi pengelolaan Benturan
Kepentingafl.

5 Peningkatan SPIP di lingkungan
unit/satuan keqa

1 Pembangunaa Sistem Pengendalian
Interen Pemerintah (SPIP) di lingkungan
Unit/Satuan Keda

Adanya tim SPIP pada satuan
kefa

2 Pelalsanaan SPIP:

1) Lingkunganpengenda.lian

2) Penilaiarr risiko

3) KegiatanPengendalian

4) Informasi dan komunikasi

5) Pemaltauan pengendalian intem

Terselenggaranya:
1) Lingkunganpengenda.liar

2) Penilaian risiko

3) Kegiatanpengendalian

4) lnformasi darr komunikasi

5) Pemantauan
pengendalian intern

3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporar dan
Tindak L€njut Pengelolaan SPIP.

Pelaporan Buku Kendali tepat
waktu

6 Penanganan
pengaduan masyarakat KPU

1 PeEba-ngunan Pengadua-n masyarakat
di Lingkungan Unit/Satuan keda

1. Tersedianya sarana
penyampaian pengaduan,

2. Ada.nya pejabat yang
mengelola pengaduan;

3, Terdapat sistem mekaniaEe
prosedur pengaduan;

4. Terdapat jangka waktu
penyelesaian pengaduan;

2 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di
Lingkungan Unit/ Satuan kerja;

Prosentase Pengaduan Masyaral<at
selesai ditindaklanjuti

3 Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan
Tinda} Lanjut Pengelolaan atas
Pengaduan Masyarakat di Lingkungan
Unit/Satuan keda

laporan secara berkala hasil
pengelolaaa pengadual yang telah
dilal<ukan meliputi capaian,
hambatan dan rekomendasi
penangana.n pengaduan
masyarakat

Peningkata-n Integritas Individu 1. Penya,rpaiarl LHKPN looo/o seluruh wajib lapor LHKPN di
lingkungal Unit/Satuart Kerja

7.

t2
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PELAKSAITAAN (BULAI{)
IIET

I 2 3 4 5 7 a 9 10 l1
IIIDIXATOR KEBERHASILANXTGIATAN SUB KEGIATAI{NO. AREA PERUBAHAI{

6 7 a 9 10 11 t2 13 l4 l5 t7 183 4I 2
lOoo/" LHKASN di lingkungan
Unit/Satuart Kerja

2. Penyampaian LHKASN

Adanya struktur pengelola
Pengadaan Barang/jasa di
lingkungan unit/ satuan kerja;

a Peningkatan Akuntabilitas
Pengadaan Barang/Jasa

PeEbairgunan Unit Keda Pengadaan
Baraag/Jasa

I

Prosentase pelaksanaan pengadaan
sesuai perpres 16 Tahun 2018

2. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa

Monitoring, Evaluasi, Pelaporan darr
Tindak Lanjut Pengelolaan atas
Pengelolaan PenSadaan Barang/Jasa

3 Laporan pengadaan barang/jasa

Memetakan jenis-jenie/produk-produk
pelayanan Administrasi Intemal
Kesekretariatan da]l pelayanan ekstemal
(terkait Kepemiluan)

Melakukan evaluasi terhadap jenis-jenis
layanan baik internal dan ekstemal
terhadap 14 komponen standar pelayanan
sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 meliputi:

1)

2l

3)

4)

s)

6)

7)

8)

e)

10)

Dasar hukum;

Persyaratan Layanan;

Sistem, Bekanisne dan prosedur
layanan;
Jangka waktu penyelesaian
layanan;
Biaya/ tarif;

Produk layanal;

Saran, prasarana dan/atau
fasilitas;

Koapetensi pelaksana

Pengawasan intema.l;

Penanganan pengaduan, saran
dan masukan;

Jumlah pelalsana;11)

Informasi jenis-jenis atau produk-
produk l,ayanan di lingkungan
unit/satuan kerja baik kepada
intemal dan eksterna.l;

1. Pelaksanaan rekomendasi
hasil evaluasi terhadap
setiap jenis layanan
intemal dan ekstemal/
upaya peoenuhan
terhadap 14 komponen
standar pelayanan {reviu
dan perbaikan standar
pelayanan),

2. Sudah adanya maklunat
pelayanan di lingkungar
unit/satuan kerja

3. lndeks Kepuasan layanan
yang di dapat melalui
survei pelayarran;

4. Jumlah sengketa

5. pelayanan menurun;

6. Menurunnya jumlah
pelanggarar kode etik ASN
dan Kode etik
Penyelenggara pemilu;

Pelayanan Publik 1 Penguatan pelayana$ prilaa di
lingkungan unit/ satuan kerja

I
I
I
I

t
I
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NO. AREA PERUBA}IAN KEGIATAN SUB KEGIATAN II{DIIIATOR KEBERIIASILAI|
PELAXSAIIAAN IBULAN) KET

1 3 4 5 6 7 8 9 10 l1 t2
I 2 3 4 5 6 7 a 9 10 1l t2 13 14 l5 l6 17 l8

t2)

13)

14)

Jaminan pelayalan;

Jaminan keamanan;

Evaluasi kine{a pela.ksana;

Tools evaluasi menggunakan
Peraturan Menteri PendayaSunaan
Aparatur Negara da-I! Reformasi
Birokrasi NOMOR t7 TAHUN 20l7

7, Adanya alses pengaduan,
konsultasi serta
Pengelolaan pengaduan
masyarakat fiumlah
pengaduart masuk, sedang
proses dan s€lesai)

8. Adanya inovasi pelayanan
yang dirasakan manfaatnya
oleh stakeholder internal
dan/atau ekstemal.

Penilaian kinerja.

2 Mendorong Inovasi di sektor
pelayanan kepemiluan dan
adoinistrasi di linglungan
unit/satuan kerja.

Menciptalan,/Melakukan deregulasi
pelayanal/menerapkan Inovasi yang
mendorong perbaikan pelayanan dalam hal:

1) Kesesuaian Persyaratan

2) Kemudahan Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur

3) Kecepatan Waltu Penyelesaian

4) Kejelasan
Gratis /Berbayar

Biaya/Tarif,

s)

6)

7)

8)

e)

Kualitas Produk Spesifikasi Jenis
Pelayanan

Kompetensi Pelaksana

Perilalcu Petugas

Kualitas Sarana dEL,i prasarana

Penargartan Pengaduan, Saran
dan Masukan

1) Indeks Kepuasan layanan
yang di dapat melalui
survei pelayaaanl

2l Adanva regulasi/ deregulasi
kebijaftan pelayanan;

3) Adanya sOP Pelayanan

4) Informasi kepada publik
terkait biaya Layanan

5) Informasi jenis-jenis
pelayanan di lingkungan
unit/satuan kerja baik
kepada intemal dan
eksternal;

6) Tersedialya
berbasis
informasi

pelayanan
teknologi

Melakukan evaluasi dan perbaikan
terhadap inovasi layanan;

1 1. Adanya rekemondasi dan
tindak lanjut hasil evaluasi.

2. Dilal<salakannya rekomendasi
hasil evaluasi.

-l -t
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NO AREA PERUBA}IAI{ I{EGIATAN SUB KEGIATAII INDIHATOR ITEBERHASILAI{
PELAI€ANAAN (BULAN)

KET
I 3 4 5 6 7 a 9 10 l1 L2

1 2 4 5 6 7 s lo 11 t2 13 t4 l5 16 t7 l8
2 Upaya mendorong repli.kasi inovasi yang

berdampak baik pada pelayanan ke unit
keda/satuan kerja;

1. Adanya sosialisasi inovasi

2. Benchlearning dari
unit/satker lain terkait hasil
inovasi;

3 Membangun dan menerapkan variabel dan
indikator Zona Hijau Pelayanan Publik:

1, Standai Pelayananl

1) Prasyarat Layanan

2) SisteE Mekanisme Prosedur

3) Produk Layanan

4) Jargka wal(u penyelesaian

3) Produk Layanafl

5) Biaya/tarif

2. Maklumat petrayanan

3. Sistem informasi pelayanan publik

4, Sarana prasarana dan fasilitas

5. Pelayanan Khusus kepada:

1) Ketersediaan sarana khusus bagi
pengguna layananberkebutuhan
khusus (ruang menyrsui, jalur
kursi roda, toilet khusus, dll)

2) Ketersediaan pelayanan khusus
bagi pengguna layanaa
berkebutuhan khusus

Pengelolaan Pengaduan(t

1) Ketersediaan saraaa pengaduan

2) Ketersediaaninfornasiprosedur
dan tata cara penyampaian aduan;

3) Ketersediaanpejabat/petugas
pengelola aduan;

1, Tersedianya Standar pelayanan
sesuai amanat UU

2. Tersedianya Mallumat
Pelayanan

3. Tersedianya sistem informasi
pelayanan publik yang dapat
diakses publik

4. Tersedianya sarana prasarana
dan fasilitas pelayalan yang
layak

5. Tersedianya pelayanan khusus
berupa sarana dan layanan

6, Tersedianya saralra pengaduan
berikut prosedur, petugas dan
dokumentasi pengaduan

7. Tersedianya survei dan sarana
pengukuran kinefa serta
indeks hasil pengolahannya;

8. Tersedianya visi, misi dan
moto pelaya.nan

9. Atribut layanan dapat terlihat
publik

10, Tersedianya pelayanan satu
pintu di lingkungan
unit/satuan ke{a;

Pembaagunan Zona Hljau
Pelayanan Publik

L I



NO SUB KEGIATAN IXDII{ATOR I{EBDRHASILAN
PELAKSAIAAI{ {BULAN) I(ET

1 2 3 4 5 6 'l 8 9 to 1l 12

I ,) 3 4 5 6 7 a 9 lo 1l t2 13 14 15 l6 t7 1a

7. Penilaian Kinerja beruba sarana
pengukuran kepuasan laagganan dan

8. Visi, Misi dan Motto

Pel,ayanan:

1) Ketersedia,an visi dan misi
pelayanan

2) Ketersediaan aoto pelayanan

9. Atribut Perlayanan:

1) berupa kartu identitas petugas;

2) Kartu tamu;

3) Buku talnu;

4) Petunjuk arah ruang layanan

10) Pelayanan telpadu satu pintu.

4 Penerapan padisipasi publik
da.lao pelayanan publik;

1. Pembangunan Kerja Saaa

2. Pelibatan masyarakat dalaE kegiatan
pemilu

Penerapan reward and
punisment dalaE
penyelenggaraan pelayanan
publik;

Pembangunan dan pelalsanaan reward dan
punishment dalam pelayanan intemal dan
eksternal

Muara Bungo, 20 Januati 2022
KOMISI PEM1LIHAN UMUM

KE'TUA,

Ttd.

MUHAMMAD BISRI,S.Pd.I

Salinart sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Se

MU PANCA PUTRA

AREA PERUBAHAII XFIIIATAN
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